PENANGANAN KONFLIK SOSIAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
[bookmark: _GoBack](STUDI DI KOTA MATARAM)

JURNAL ILMIAH

[image: Image result for logo unram asli]
Oleh: 

	INDRA
D1A112318






FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2019
HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

Judul
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
(STUDI DI KOTA MATARAM)
[image: Image result for logo unram asli]
Oleh:
	INDRA

	D1A112318





	
Menyetujui,

	Pembimbing Pertama,

	
[image: ]




	Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum.
NIP. 1958 04081986 021001
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ABSTRAK
INDRA
D1A112318

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan konflik sosial yang menggunakan senjata di Kota Mataram dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan konflik sosial yang menggunakan senjata di Kota Mataram. Penelitian yang dilakukan adalahpenelitian hukum empiris, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis, analisis data dengan metode kualitatif. Hasil penelitian yaitu pertama, Penanganan konflik sosial yang menggunakan senjata di Kota Mataramdilakukan dengan mediasi penal yaitu salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, selain itu menindak tegas provokator yang melakukan provokasi serta melakukan sweping ke masing-masing lingkungan untuk mencari senjata yang digunakan sebagai alat dalam Konflik Sosial..Kedua, adapun faktor pendukung terdiri dari faktor internal yaitu adanya koordinasi yang terjalin dengan baik pada organisasi Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat dan faktor eksternal yaitu adanya bantuan personil dari Satuan samping (TNI) di lapangan. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi terdiri dari faktor internal yaitukurangnya Personil Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat.Serta faktor eksternal yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat.
Kata kunci : Penanganan Konflik Sosial, Kota Mataram
ABSTRAC
Research aims to understand social unrest handling who uses a gun in kota mataram and to know factors advocates and social unrest in the barrier who uses a gun in kota mataram .Research conducted empirical legal is research legislation approach, sociological and a conceptual approach, data analysis using a qualitative methodology. First is research, handling social conflict who uses a gun in kota mataram done by implementing prosecution and handling of conflict happening in the society and to do reconciliation by means the mediation which was conducted by police, religious figures and public and local government (governor, mayor, regent). Both, but the support consisting of the internal factor is the coordination proceeding smoothly to organizations local police west nusa tenggara and external factors is the aid personnel from side army units in the field. While the barrier affecting consisting of the internal factor that is the policeman the west nusa tenggara .And external factors that is low community understanding on the police work the west nusa tenggara .
Keywords: The handling of always possibility of social conflict, mataram city.
I. PENDAHULUAN
Berdasarkan kejadian di Kota Mataram, konflik antara Monjok dan Taliwang merupakan konflik sosial yang berkepanjangan yang harus segera ditangani tidak hanya oleh aparat penegak hukum melainkan pemerintah daerah setempat. Konflik sosial di Kota Mataram sangat menghawatirkan karena diketemukan penggunaan senjata tajam dan senjata api rakitan sehingga terdapat kemungkinan munculnya korban jiwa atas konflik tersebut. Pengaturan mengenai penggunaan senjata tersebut di atur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951).
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa dalam penggunaan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya sepuluh tahun. Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sanksi pidana bagi seseorang yang dengan sengaja mempergunakan senjata api dan senjata pemukul, penikam dan penusuk dikenakan pidana mati dan penjara dari 10 sampai 20 Tahun.
Konflik sosial antar warga yang menggunakan senjata harus dapat dilakukan pencegahan, agar tidak terjadi korban cacat dan meninggal dunia. Pencegahan pada konflik sosial ini merupakan tugas dari kepolisian beserta pemerintah daerah, sehingga penanganannya lebih cepat teratasi. Hari Senin tanggal 23 November 2015 terjadi konflik atau perkelahian antara Lingkungan Karang Taliwang Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara dengan warga Lingkungan Monjok Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang. Perkelahian berawal pada pukul 16.00 wita setelah melakukan pemakaman di pemakaman milik lingkungan Monjok, sekelompok pemuda berasal dari Lingkungan Monjok melakukan pengerusakan terhadap tembok tempat penampungan sampah sementara (TPSS) milik warga Lingkungan Karang Taliwang dan mendorong container sampah milik Dinas Koperindag Kota Mataram hingga terguling jatuh kedalam parit yang berada di perbatasan kedua lingkungan. Dengan kejadian tersebut menimbulkan reaksi dari warga Taliwang, kemudian warga mendatangi lokasi Tempat Penampungan sampah sementara (TPSS) sambil membawa sajam (senjata Tajam) dan melampiaskan kekesalannya dengan cara merusak tembok tempat makam milik warga lingkungan Monjok yang berlokasi di Lingkungan Karang Taliwang dengan ukuran 2 x 20 Meter dekat dengan lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS). Kasus perkelahian antar lingkungan Monjok dan Karang Taliwang yang terjadi tahun 2015 sampai 2016 banyak menimbulkan korban, baik korban yang meninggal dunia maupun luka-luka. Selama akhir Desember 2015 sampai maret 2016 hampir disetiap malam terjadi perang antar kedua lingkungan tersebut.
Terkait dengan hal ini maka Polri sebagai salah satu institusi penegak hukum harus memahami secara benar penerapan hukum, salah satunya saat melakukan penegakkan hukum terhadap konflik yang terjadi antar lingkungan Monjok dan Karang Taliwang. Namun dalam praktek penegak hukum yang dilakukan oleh Polres Mataram belum dapat menyelesaikan konflik antar lingkungan tersebut secara baik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Sat Brimob NTB untuk menyelesaikan perang antar lingkungan tersebut hanya dapat menyelesaikan untuk sementara waktu saja, dimana sewaktu-waktu akan dapat meledak dalam bentuk yang lebih besar. Untuk itu penyusun tertarik mengambil judul “Penanganan Konflik Sosial yang Menggunakan Senjata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Studi di Kota Mataram)”.
Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, 1. Bagaimanakah penanganan konflik sosial yang menggunakan senjata di Kota Mataram?, 2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan konflik sosial yang menggunakan senjata di Kota Mataram?
Adapun tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui dan memahami penanganan konflik sosial yang menggunakan senjata berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial di Kota Mataram dan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan konflik sosial yang menggunakan senjata di Kota Mataram.
Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut di atas digunakan jenis penelitian hukum empiris, metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)dan pendekatan sosiologis, analisis data dengan metode kualitatif.

II. PEMBAHASAN
I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Lingkungan Monjok
a. Kondisi geografis
Wilayah Kelurahan Monjok terletak di bagian utara kota Mataram ± 1 Km dengan luas Wilayah Kelurahan Monjok adalah ± 134,702 Ha, sehingga merupakan dataran yang cukup baik untuk perumahan permukiman, dan perdagangan, dengan batas-batas sebagai berikut:
Batas Wilayah Lingkungan Monjok
Batas sebelah Utara: Sungai Jangkok, Kelurahan Rembiga
Batas sebela Selatan : Kelurahan Pejanggik
Batas sebelah Barat : Kelurahan Monjok Timur
Batas Sebelah Timur : Kelurahan Karang Taliwang
b. Kondisi Demografi
Penduduk Kelurahan Monjok menurut data per Desember tahun 2015 adalah 12.350 jiwa dengan luas wilayah 134,702 Ha dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 6.296 jiwa dan perempuan 6.054 jiwa.
c. Kondisi Kamtibmas 
Kelurahan Monjok adalah kelurahan yang wilayahnya paling kecil masuk dalam kecamatan Selaparang merupakan daerah bukan pantai dengar rata-rata curah hujannya 127 mm per bulan. Penduduk Kecamatan Selaparang khususnya Kelurahan Monjok sangat heterogen sekali sehingga membutuhkan strategi penanganan khusus, sehingga roda pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan bisa terlaksanakan dengan baik.
2. Gambaran Umum Lingkungan Karang Taliwang 
a. Kondisi Geografis
Kelurahan Karang Taliwang pada awalnya, merupakan wilayah yang termasuk dalam Kelurahan Cakranegara Utara. Namun seiring dengan bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah dan kompleksitas pelayanan kemasyarakatan yang cukup tinggi khususnya dalam wilayah Pemerintahan Kota Mataram, sehingga untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat dan lebih memaksimalkan tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram.
b. Kondisi Demografi
Berkaitan dengan kependudukan di Kelurahan Karang Taliwang berdasarkan data yang ada saat ini jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah sejumlah 7.433 jiwa.
c. Kondisi Kamtibmas
Kelurahan Karang Taliwang memiliki penduduk yang heterogen dengan kehidupan masyarakatnya yang menggantungkan diri dari UKM dan Bisnis dibidang Kuliner. Dalam rangka meningkatkan stabilitas kamtibmas di wilayahnya Kelurahan Karang Taliwang berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sesuai dengan visi dan misi sebagai berikut “Mewujudkan Kelurahan Karang Taliwang Yang Adil, Mandiri Dan Makmur”.
II. Penanganan Konflik Sosial Yang Menggunakan Senjata di Kota Mataram

Kota Mataram merupakan salah satu kota di Nusa Tenggara Barat yang tidak terlepas dari adanya konflik sosial dalam masyarakatnya, masyarakat yang hidup di kota Mataram merupakan masyarakat yang majemuk. 
Diantara konflik sosial yang terjadi di Kota Mataram adalah tawuran perang lingkungan antara lingkungan Monjok dan Karang Taliwang. Kasus tawuran atau perkelahian antar lingkungan Monjok dan Karang Taliwang yang terjadi tahun 2015 sampai 2017 banyak menimbulkan korban, baik korban yang meninggal dunia maupun luka-luka. Dan selama akhir Desember 2015 sampai akhir Tahun 2017 hampir disetiap malam terjadi perang antar kedua lingkungan tersebut.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Lingkungan Monjok dan Karang Taliwang dan berdasarkan data yang kami himpun dari Kelurahan Monjok dan Karang Taliwang, maka penulis dapat menganalisis sebagai berikut:
Perkelahian berawal pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 oleh sekelompok pemuda berasal dari Lingkungan Monjok yang melakukan pengerusakan terhadap tembok tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) milik warga Lingkungan Karang Taliwang dan mendorong container sampah milik Dinas Koperindag Kota Mataram hingga terguling jatuh kedalam parit yang berada di perbatasan kedua lingkungan. Kejadian tersebut menimbulkan reaksi dari warga Taliwang. Warga mendatangi lokasi Tempat Penampungan sampah sementara (TPSS) dengan membawa sajam (senjata Tajam) dan melampiaskan kekesalannya dengan cara merusak tembok tempat makam milik warga lingkungan Monjok yang berlokasi di Lingkungan Karang Taliwang. Faktor utama yang melatar belakangi perkelahian yang pernah terjadi antar  Lingkungan Monjok dan Karang Taliwang   karena Penampungan Sampah Sementara (TPSS) milik warga Lingkungan Karang Taliwang yang menurut warga lingkungan Monjok  meresahkan masyarakat Monjok, dari kejadian tersebut kedua tokoh masyarakat maupun tokoh agama sudah berusaha untuk mendamaikan kedua lingkungan yang bertikai melalui mediasi yang difasilitasi oleh kelurahan dan pemerintah daerah, namun hasil mediasi yang sudah disepakati bersama dilanggar sehingga terjadi bentrokan susulan . Perlu penulis sampaikan juga keberadaan Penampungan Sampah Sementara (TPSS) tersebut juga tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah kota mataram dalam, sehingga diperlukan koordinasi bersama untuk mencari tempat yang lebih memungkinkan sehingga dengan keberadaan   Penampungan Sampah Sementara (TPSS) tersebut masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungannya namun juga tidak ada yang dirugikan dengan keberadaan TPSS tersebut. Dari kejadian tersebut beberapa perjanjian perdamaian telah disepakati bersama kedua lingkungan yang bertikai yaitu Lingkungan Monjok dan Karang Taliwang perdamaian hanya sebatas kesepakatan tertulis tapi setelah itu masih ada dendam yang tak bisa diredam. Walau sudah sepakat untuk tidak mengulangi secara bersama diatas segel dan bermaterai.[footnoteRef:1] [1:  Wawancara dengan Taufik, Selaku Kapolres Mataram, Pada Hari Senin, Tanggal 22 April 2019, Pukul 10.00 WITA.] 


Theodore M. Newcomb mengemukakan dalam kondisi-kondisi tertentu pada individu-individu terdapat penurunan ambang-ambang tingkah laku kekerasan dalam bentuk-bentuk yang lebih extrem daripada yang dibenarkan oleh norma-norma yang biasanya mengatur kehidupan sehari-hari mereka. Kondisi ini meliputi: Suatu keadaan prasangka bersama yang telah ada sebelumnya terhadap kelompok dimana korban keganasan itu menjadi anggota.[footnoteRef:2] Seperti prasangka warga lingkungan Karang Taliwang yang merusak tembok tempat makam milik warga lingkungan Monjok yang berlokasi di Lingkungan Karang Taliwang  sementara dari Warga lingkungan Monjok dengan adanya sikap serta emosi kepada warga Karang Taliwang karena telah merusak tembok pembatas makam sehingga perselisihan tersebut terjadi. Suatu situasi sesaat yang bertindak meningkatkan rasa terancam yang sudah ada yang yang disebabkan oleh kelompok lain. Penegasan situasi sesaat sebagai situasi yang membenarkan penggunaan sejumlah norma-norma yang memanfaatkan kekerasan. Hal ini terjadi ketika ada warga masyarakat lingkungan Monjok yang tidak terima dengan keberadaan Penampungan Sampah Sementara (TPSS) milik warga Lingkungan Karang Taliwang, ada perasaan solidaritas dan kewajiban membantu untuk melakukan pembalasan. Bertambahnya sifat mudah terangsang yang diekspresikan dalam tingkah laku dengan cara-cara yang dikuasai secara sempit dan eksklusif oleh suatu norma-norma yang membenarkan kekerasan. Hal ini juga sering terjadi pada saat adanya hiburan di malam hari, pertandingan keolahragaan yang tidak sportif serta ketika ada warga yang melakukan kebut-kebutan di jalan raya yang merangsang salah satu warga ingin melukainya. [2:  Theodore M. Newcomb, Dkk, Psikologi Sosial, CV Diponegoro, Bandung, 1978, hal. 591. ] 

Untuk mencegah terjadinya bentrok massa antara kedua Lingkungan maka para tokoh Agama, Tokoh Masyarakat beserta jajaran Polres Mataram, Polsek Cakranegara dan Polsek Mataram yang dipimpin oleh Kapolres Mataram pada waktu itu melakukan pengamanan diperbatasan kedua lingkungan serta dikedua lingkungan untuk menahan warga supaya tidak terlibat tawuran massa.
SebagaiKasatwilmengetahui adanya perkelahian lingkungan segera berkoordinasi dengan wilayah untuk menurunkan personil pengamanan dan meminta Back-Up Satuan kepolisian untuk melaksanakan Lintas Ganti dan penebalan pasukan karena masyarakat menggunakan sajam, panah, bom molotov dan lainnya, selanjutnya kita galang para tokoh untuk duduk bersama mencari solusi pemecahannya.[footnoteRef:3] [3:  Wawancara dengan Taufik, Selaku Kapolres Mataram, Pada Hari Senin, Tanggal 22 April 2019, Pukul 10.00 WITA.] 

Berdasarkan analisa penulis dari data-data yang ditemukan saat penelitian ada beberapa cara atau upaya dalam penyelesaian konflik antar lingkungan agar tidak memunculkan konflik baru dengan menggunakan senjata tajam.

Sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian dimana bertugas memelihara keamanan dan ketertiban demi kepentingan masyarakat. Tugas ini dapat dilakukan dengan cara melakukan patroli keamanan secara rutin disetiap daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya tindak kejahatan khususnya perkelahian antar lingkungan.
III. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penanganan Konflik Sosial Yang Menggunakan Senjata di Kota Mataram 

Adapun beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penanganan konflik perkelahian antar lingkungan khususnya pada penanganan konflik antara Lingkungan Monjok dengan Karang Taliwang:[footnoteRef:4] [4:  Wawancara dengan Taufik, Selaku Kapolres Mataram, Pada Hari Senin, Tanggal 22 April 2019, Pukul 10.00 WITA.] 

1. Faktor Pendukung
a. Faktor Internal 
1. Adanya koordinasi yang terjalin dengan baik pada organisasi Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat baik antara Detasemen, Seksie Operasional, Seksie SDM, Sarpras, Provos dan semua unsur yang terlibat sehingga penugasan yang akan dilakukan dapat dapat terlaksana dengan baik.
2. Adanya operasi khusus, maupun tindakan Kepolisian baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, maupun Surat Perintah. 
3. Ditinjau dari segi profesionalitas personil Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan tugasnya terutama dalam melakukan penugasan diwilayah konflik sudah bekerja secara profesional.
4. Adanya dukungan logistik, baik kendaraan pengurai, Alsus PHH dan alsus pendukung lainnya sehingga keselamatan dan keamanan personil di lapangan dapat terjamin.
5. Sebagian besar personil Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat telah memiliki jam penugasan yang tinggi ke daerah konflik seperti Aceh, Ambon, Papua, dan Poso. 
b. Faktor Ekstemal 
1. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah kepada personil Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat, dengan memberikan fasilitas tempat pada gedung/ bangunan milik pemerintah ataupun masyarakat yang dapat digunakan untuk tempat siaga personil Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat dalam mengamankan konflik antar lingkungan yang terjadi pada Lingkungan Monjok dan Karang Taliwang.
2. Adanya tanggapan yang baik serta penerimaan yang hangat kepada Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat dari masyarakat ataupun tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama pada saat di daerah konflik, adanya dukungan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama tersebut dapat membantu personil dalam memperoleh informasi tentang situasi daerah operasi. 
3. Adanya bantuan personil dari Satuan samping (TNI) di lapangan sehingga sinergitas terjalin dalam menangani konflik yang terjadi.
2. Faktor Penghambat 
Untuk analisis faktor-faktor yang menjadi penghambat penanganan Konflik perkelahian antar Lingkungan Monjok dan Karang Taliwang oleh Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat yang mempengaruhi tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal: [footnoteRef:5] [5:  Wawancara dengan Taufik, Selaku Kapolres Mataram, Pada Hari Senin, Tanggal 22 April 2019, Pukul 10.00 WITA.] 

a. Faktor Internal 
1. Keterbatasan Jumlah Personil Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat. Hal ini berpengaruh terhadap pengorganisasian personil yang akan ditugaskan.
2. Terhadap Personil Senior memiliki motivasi yang rendah karena faktor usia dan juga kemampuan fisik yang dimiliki juga semakin menurun. 
3. Sebagian besara personil Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat sudah mengikuti kemampuan dasar kepolisian. 
4. Kurangnya jumlah tenaga medis yang disediakan pada saat konflik sosial terjadi, sehingga jumlah tenaga medis yang idealnya dalam ikatan pasukan tidak dapat terpenuhi.
5. Dukungan logistik yang dimiliki seperti senjata sampai saat ini mencukupi dalam hal kualitas. Tetapi untuk kendaraan pengurai massa kurang untuk Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat.
b. Faktor Eksternal
1. Situasi dan kondisi di lapangan yang sering berubah-ubah, sehingga pergeseran antar Kompi maupun Subden tidak sesuai dengan riil yang sebenarnya.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat dalam menanggulangi konflik sosial yang terjadi sehingga sering disalahartikan sebagai tidakan arogan dan militeristik yang tidak humanis dan melanggar Hak Asasi Manusia.
3. Kondisi geografis, karateristik masyarakat dan pemahaman yang kurang oleh masyarakat terhadap Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat yang menyebabkan masyarakat terkadang tidak mau tahu terhadap keberadaannya dalam menangani konflik sosial yang terjadi.
4. Adanya propokator dalam konflik sosial yang terjadi antara Monjok dan Taliwang. Keberadaan propokator ini membuat konflik social semakin lama untuk dilakukan penananganan sehingga keadaan semakin membaik. 
5. Mudahnya didapatkan peralatan membuat senjata. Dalam penelusuran yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dibeberapa tempat sekitar konflik sosial antara Monjok dan Taliwang ditemukan banyak bahan peralatan yang berada di bengkel las yang dimanfaatkan untuk membuat senjata api rakitan, serta panah dengan jangkauan yang cukup jauh.
6. Adanya kepentingan politik yang ditemukan oleh pihak kepolisian dengan ditangkapnya oknum anggota dewan yang diduga melakukan provokator.








III. PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Penanganan konflik sosial yang menggunakan senjata di Kota Mataramdilakukan dengan mediasi penal yaitu salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, selain itu menindak tegas provokator yang melakukan provokasi serta melakukan sweping ke masing-masing lingkungan untuk mencari senjata yang digunakan sebagai alat dalam Konflik Sosial.
2. Adapun faktor pendukung internal Adanya koordinasi yang terjalin dengan baik pada organisasi Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat baik antara Detasemen, Seksie Operasional, Seksie SDM, Sarpras, Provos dan semua unsur yang terlibat. Sedangkan faktor pendukung eksternal adanya bantuan personil dari Satuan samping (TNI) di lapangan sehingga sinergitas terjalin dalam menangani konflik yang terjadi. Adapun Faktor penghambat internal yaitu kurangnya Personil Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat. Serta faktor eksternal yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat dalam menanggulangi kejahatan yang berkadar tinggi sehingga sering disalahartikan sebagai tidakan arogan dan militeristik yang tidak humanis dan melanggar Hak Asasi Manusia.


B. Saran
1. Perlu adanya upaya penegakan hukum oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunyadan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut untuk menjaga situasi kamtibmas di kota Mataram tetap kondusif. Mengingat sewaktu-waktu warga akan tetap melakukan hal-hal atau upaya provokasi yang dapat menganggu kenyamanan dan ketertiban warga kedua lingkungan.
2. Perlu adanya penambahan personil dari Kepolisian guna mengatasi konflik sosial yang terjadi di Monjok Taliwang. Koordinasi antara Kepolisian dan Tentara sangat diperlukan guna mengatasi konflik lebih cepat teratasi. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang peran dan tugas kepolisian dalam menanggulangi konflik yang terjadi.
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